LEMBARAN DAERAH
. KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NIAS
NOMOR & TAHUN1999 SERI:B NOMOR:S5

B pERA'IURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
I NIAS
NOMOR 14 TAHUN 1998
TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NIAS

b =T
_Menimbang  : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan

' Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Retrnibusi Daerah sebagai pelaksana Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan
Daerah tentang Retnbusi Terminal periu
disesuaikan;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat I Nias Nomor 12 Tahun 1994 tentang
Retribusi Terminal sudah tidak sesuai lagi
dengan keadaan saat imi terutama pengenaan
tarif;

c. bahwa untuk maksud penyesuaian materi
tersebut dipandang perlu menyusun dan
menetapkan kembah Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Nias tentang
Retribusi Terminal.

+ Mengingat  : 1. Undang-undang Nomer 7 Drt Tahun 1956
tentang  Pembentukan Daerah  Otonom




Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58,
Tambahan embaran Negara Nomor 1092);

. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun
1974 Nomor 38, Tambahan Iembaran Negara Nomor
3037);

. Undang-ucdang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan lLembaran Negara
Nomor 3209);

. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3693);

. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990, tentang
Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Kepala Daerah
Tingkat I dan Daerah Tingkat IT;

. Peraturan Pemernntah Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor
55, Tambaban Lembaran Negara Nomor 3692);

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993
tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah
Perubahan;



9. Keputusag Mentent Dalam Wegeri Nomor 171 Tahun 1997 teatang
Prosednr Panzesahen Peraturan Daerzh- temang Pajak Daersh da
Ratribusi Dacrah ;

10. Keputusan Mentert Dalam Negeri Nomor 174 Tatun 1997 tontens
Pedoman Tala Cara Pemungutan Retribusi Dacrah |

11. Xepumsan Menteri Dalam Nezeri Nomor 175 Tahun 1997 ientang
Tata Cara Pemeriksazn di bidang Retribusi Daerzh ;

12. Kepuowan Meateri Dalam Neger: [lomor 4 Talm 1997, tectang
Peayidik Peeawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Dazrah.

Dengan Persetyjuan Dewan Perwakiiau Rakent Duerah Kabupaten Daerah tivgkat IT Nias,
MEMUTUSKAN:

Menstopkan  : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I NIAS
TENTANG RETRIBUSI TERAMINAL.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pszal 1
Dalam Peraturan Dasrah ini ang dirzksud dengan :

2 Doyl sdaleh Kabepaica Desrah Tingkat IT Nias.
b. Pemerintah Daerah adalah Pem=rintah Kabupaten Dasran Tingkat I
Niag

. Xepala Daerah adalah Bupari Kepala Daerah Tingkat I Nias.

& Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Nius

. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertenta dibidang Retribua

Terminal sesuas denzun Peramiran Perundang-undangan yang berlakr,

£ Rembusi Terminal yang selanjumva  digebwt Retribusi adalak

Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas fasilitas yang diberikam
kepada umum di dalam lingkungan Terminal;

2 Retnbusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa usaka yang
disediaken oleh Pswerintzh Dasrah  dengan menganut prinstp
koruersial karena pzla dasaraya dapat pula dis -diakan oleh sektor
Swastz;

b Terminal adalah prasarana transportasi jalan innik keperfuan memuat
dan mecurunicn orang dan aran harang serta mengztur kedarangan dan
pemberanckaran Kendaraan Umum yang merupakan salah satu wujud
suron! jaringa lraasperast;

i. Sura Ketetapan Rerribusi Daerah yang selanjutva disingkat SKRD
adalzh Surat Kepuorm yang mensotukan desarmys jumiah Retriousi
yang terutang |

- J- Surat Zetoran Retribuesi Dazran enoik selanjumya disingkat SSRD
adajah surat vanz digunakan ofeh Wajib Reibusi uomk melakikan
Serubayaran aau poevateran MTidust yang teruang ke Kas Dasran
U LD (X5 Ve Litzlaoxan oloh Kepala Dasrah

X Pemerixsaan adalah  serzogkaizn kegiaten  womk  memcari,
Tnencumpuikan dan mrazeioia daia dan aian keterangan jainnya dalam
fangkd penzawasan kepasthan pewenuhan  kewajiban  retribusi
berdasarkan peranzar perondang~mdanean reTiousi;

o
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EAB I
NAMA, OBJEK DAN SUBJEX DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengzn namsa Retribusi Termisal dipunggut Retribusi kepada setiap
orang atau badax yang meagunalom fasilitas terminal. ~

Pasal 3

- (1) Objek Remibusi adalah Penggmasn fasilitas yang disedizkan
Pemerintah Daerah dilingtamgan Terminal
{2) Objek Retrbusi sebazaimma dimaksud pada zyat (1) Pasal ini
meiipti Bus vepz, Bus Izmbat, Bus menginap, Non Bus antar Kota,
Nog Bus dalam Keta dan Truk bukan Gandeng.

Pasal

fim

Subjek Retribust Terminal adalah orang pribadi dan atan badsn (pdam
vang mengunakan fasijitas termmal.

Pasal 3
Wajip Petribusi adalan nrang prbadi dan atan badan hukum yang
memrut peranran perundanc-undangan  Retribusi diwzjibkan otk
melgakan pembayaran ratribusi. termasuk pemmman afau pernotong
Retrbust terteatu.

BAB I

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6
Retribusi Termina} termasuk golongan Retribusi Jasa Usaba

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7

Tmgicar Penggunasn Jasa Regibusi Terminsl, divlar berdassrken jenis
kendaran , jumlah dan wakw pemakaian

BAB V
" PRINSIP PENETAPAN DAN STRUKIUR. DAN
¥ . BESARNYA TARIF RETRIBUSI

’ Pasui 3

Pripsip pesetzpen Tarif R2mibusi Termunal adaieh nnik menggan
2 blm administrasi, pemua:mman, perawamn, pemyusutan, kebersibam,
kerusakan, keamanan. dan bizva pemowaan




Sdydd Y o

Straktur beseraya tarii Retribust Terminal ditetapican sebagai berikut :
A Tempuat Parkir Keudaraan Peoumpang Umum daa Bus Umum.

] BusCepal .....oovvvvecvv s, Rp. 600, (enam rafus)
2. BusLambat .......... .. Ra. 500, {lina ratus)
5. BusMeneinap ..o Rp. 2000, {dna Ribu)
4. Nea Sus Antar Hota.............. S Rp. 600, (ecam rutus)
S. Wop Bus Duaara Kota .. Rp. 500, (lima rams)
§. Truk bukan gandeag ...................... Rp. 750, {wjuh ratus lima puluh)

B." Fasiliias Laiova -

1. Sewakantor loket setiap meter pervegi /bulan  Fp. 15.000,-
2. Sewa okorkios setiap bulan Rp. 35.000,-
3. Unatk setiap pemakaian kzmar mandi / we :
2 -Buangairbesar. ..o Rp. 300.-
b. Mandi Rp.  500.-
<. Buang airkecil ............. Rp.  200.-
4. Penyediaun tempat dan air nntuk doorsmeer keadaraan :
a Keadaraan roda 2 Rp. 2.000,-
b. Kendzraan rada __ Rp. 2.500,-
<. Kendaramiroda 4 ... corecceorcnes ceeceme RO. 5.000,-
d Xendaracn roda § “ Rp. 6.000,-
BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Wilayen perwngutan Retribusi 2daish Kabupaten Daersh Tinglat II
_ Nins.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11
Pemungutan Rembusi tidak dapat diborongkan.
Pasal 12

{1) Retribusi dipungut dengan mengguoakan SKRD atau Dokumen lain
yang dipersamakan.

(2) Dalam hal Wajib Remibusi te rentu tidak dapa memba}jr‘ topa
pada waknumya atau kurang dib avar, dikesakan sanksi adminisres:

- berupa bimga sebesar 2 %  (cua persen) setiap oulan dan
admigisaesi berupa bunga vao 5 Udak atau kurang dibayarkan dan
b ditamih denzag mencgunakan STRD.
Pasal 13

Apabila berdzsarkan 7as:} permenicsaan ditemukan data baru dan arm
dam yang sacmia belim ferungkan yang memvabablan penambahan
jumish regabus: vang tenttang, maka diketarkan SXRD tamoaban.




BAR VIO

TATA CARA PEMRBAYARAN RETRIBUSI

(1)

(2)

N

{2)

(3

(1)

Pazal 14

Pembayaran Retrionsi Daemh dilakuken di Kas Daerah atm
ditetnpat {awn yang dibmjuk olel Kepala Dastah cesuai wakiu yang
ditentukan dengan menggunakan SSRD.

Dalam hal pembayaran diiakukan ditempat lainyang ditmjuk, maka
hasi] penerimam Rstribusi daerah harus disetor ke Kas Dzerah
selambai-larwbamya 1 x 24 jum at=: dalam wakt: yang ditetapkan
oleh Kepala Dzerak

Anabila perabayare: Remibusi dilakukan setelzh lewat wakin yang
ditemuken ssbacaimsna dimaksud pada ayst (1) Pusal ini, maka
dikenekan sankst administrast berupa bunga sebesar 2 % (dvs
persen) perbilan maksimal 24 (dua pulth smpat) bulan dangan
enerbidcan STRD

Pasal 13
Pembayaran Reiribusi karss diiakusan secara amai / umas.

¥:pala Daerag otan Pejabat vang dimmjuk dzpat memberikan izm
kepada Wajid Retribusi ik menggansur Rewibusi yang terotang
dalam trm  wakwm  erieov dengan alasan yany  dspat
dipertanggungiawabkat.

Taz cara pembayeran Retribusi szbagaimanz dimaksud avdt (2}
pasal iai dit=tapkag oleh Kepala Dasrall

Pasai 16

Pembavaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat
(1) Peranran Dezzrah ini, diberikan tanda bukti pembayaran

Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

Benmuk, isi, kualitas, ukuren buku tanda bukii pembayarsn dan boku
penerimean Petribusi sebagaimana dimaksud gyat (1) dan (2) pasal
ini Gitetapkan oieh F2pula Daerah

BAB IX '
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

&)

\passi e

Pencelugrmn Surat Tecuranperingatan/surat lain  veng sejems

sebagai awai tizdsken pelaksenaan penagiban regibusi dikeinarkan
segera setelz T Twpuni hart vk saat jaui t2mso pemnpdyaran

ba ownme O \jub) han seteleh  tanggei  wwrar

roysucs lain vaag sejenis , Wajid Reoidusi harus

R Th et
meiugasi Reinbusiave vang (eruang




{3) Surat Teguran sebagaimana dimzksud dalam ayat {1) pasal ini
dikeluarkan oleh Pejabat vang dihunjuk

Pasal 18

Bentuk-beutk Formulir vang dipergunakan untuk p=iaksanaaa penagihan
Retribusi Daerah sebagaimeana dimaksud Pasal 19 ayat (1) ditetapkan
oleh Kepala Dserah
' BAB X
TATA CARA PENGURANGAN. KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasai 19

{1) Kepalz Dacrah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan besarnya retribusi. N

(2) Tata cara pemberian, pengurangan, keringanan dan pembebasan
Retribusi sebagaiinana dimaksud avst {1) pasal mi ditetapkan oleh
KetmlaDnerah. .

Ba3 XTI
TATA CARA PEMBETULAN, PENCURANGAN KETETAPAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 290

(1) Wajib Rembusi dapzt mengajukan permobkonan pembataian SKRD
dan STRD yaugz daian penerbitamvaterdapat kesalahan terwiis,
kesalshan hitungdae arau kskeliruan daiam penerzpam perzturmn
penmdang-undangza Petribusi Daersh.

(2) Wajib Retribusi dapai mengajuken permobcaan pengurangan atan
penghapusan sanisi sdwinistresi berupa bunga dan kenatken
Retnbusi yang terutang w2lam hal sanksi tersebut dikenakan karena

' kekhilatan Wajib Rewibusi atan karzoa kesalahznnya

3 WI;jib Retnbusi d:pat mengajukan permohousn pengurangsn atmu
pembaialan ketetapzun Retribusi yang tidak benar.

{4) Permohoman pembetulan sebagaimens dimaksud ayat (1) pesal ini
pengurangan katetspon, perghepussn atau pengurangsn  sanksi
administrasi sebacalnma dimaksud ayat (2} Pasal i dan
pembataian sebegaimana dimaksed avar (3) Pasal imi harus
disampaikan secara tertulis oish Wejib Remibusi kepada Kepala
Dasrah smu p2jahat yang dihimivk peling lama 30 (2ga puluh) ken
seyak tangzai diterima SKRD dm STRD dengan membenkan alasan

- vang ielas dan mevaidnkan unnik meadukimg permotionamya

(5) Xepuwsan atss permohonan sepagaimana dupzksud ayst (2) pasal

imi, Jikeiuerkan cish Hepafa Dasrah atau Pejabat vang dinmjuk

pailog lama 5 {tizz) tu:sn v2jak surat permohonan diterima

~

(v 3




daz £2) dan vt (3) Pasal iw Kepala Dasrah atan Pejabd')'mg

dinnjuk  Gidak  @eiberkken  kepifsan, maka  permobonan
pembetulnn, peagwznzan *stetrpaa, penghapusan dan pengurengan
sanksi adm.risirast dont pezbatalan diazggap dikabulkan.

543 O
TATA CARA PENYELESATAN KEBFRATAN
Paszi 21

(1) Wajib Retribusi .pat imengaizhon permohcnan kebermn atas
SKRD can STRD.

{2) Permohonsn keberaisn sebegaimena dimaksud avat (1) pesal mi
horus disawpaian secrmz ieroilis kepeda Kepale Daersh aim
P2jabat yanz difar=k c¢nsm janyza weldu paling lama 6 (scam)
bulcr sejak woged SXRD dac ST.D.

(3) Pengajuan keberstes Sidak memnc:: pembayaren

{1} Permohonm keberaran sebesainneon dimisud cvat (1) dan ayat (2)
pis2l ini, hanus dipudusket ojet }opala Daerch atan Pejabat yaog
ditunjuk delser -wakm poilag lama 6 (epam) bulem sqak
tzsgeal suret permiicnan febereim diterima.

B33 MXJI
TATA CARA PERGITT ‘G o7 FENGEMRALIA™
KEILEBTHAN PPME LY A7 aN T TRIBUSI

(1) \ 72jib Reiribost herus mengzjmiom permobonan secara tertulis
kepada Xepaia-Desreh unwk perhitungan pengembalian kelebibsn
pembayarm remibust

{2) Atas dasar permohonan sebagaimma dimaksud pada ayat (1) atas
kelebihan pembarren retribwsi uapat langsenga diperhituogkan
terlebin dahaln densan vtang Refrivust dan atay sanksi admimistrasi
berupa bunea ek Kepala Dasrah

(3) Atas permobonan sehagaimana diriaksud pada ayat (2) Yang berhak
atas kelebihan pembayaran tsrseout dapat diperhitungkan deagan
pembayaran reinibixi eelanjraya

Pasat 23

(1) Dalam hal kelebihan pembayans Retribusi vang masih tersisa
satelan Jilakulen perhimngan szvazaimana dimaksud pada Pasal
23, diterbitkan SXRDLS paling lembat 2 {dua) bulan sejak
diterimanvae permoiousn  penseibalian keisbinaa  pembeyaran
Retridust.

{2} Keirbihm pembmran Leutbusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} dikombaliken ._‘94{13 Wajib Nembusi paling lambar 2 (dma)
bulan sejak dilerbidan SIRCLE.




Pengembalian kelevihan pembaveran Retribus. .

3 e roaline: skan st

) lewat wakm 2 (dea) bulau 2ejak dm:rbm:zmygsdggg ;(ee;ﬂ
Dagrah mezabecilzn imtalm binga 2 % (dua Porsen) seb;xlan atas

keterlamba:an pembavaras kelebihan Retribusi.

Pengembalian Kelebihas Pembayaran retribusi dilakukan oo\ p 0
lewat walu 2 {dua) bulan sejak diterbitannya SKPDLE, Kepala
Darrat  memberikaa imbalan bunga sebesar 2 % (dua persea)
sebulim atas keterlambatan pembayaran kelebihzn retribusi.

~
od
Nt

Pazdd 24

(1) Pengembalian setngaimaca dimsksud pada Pasal 23 dilaknkan
dengan meverbitkan Swat Berintan membayar kelebihan Retribusi.

(2) Atas perhitmgan sebazaimauna dimaksud pada Pasal 24, diterbitkan
bukli pemindah buiatan  yang berlaku juga sebagai bukti
pembayaran .

BAB XIv
PENGAWASAN
Pasai 25
Pengawasan ik pelaksanaan Peranwan Daerah ini dilaakan oleh
Kepala Dasrah atau Pejavat yzag ditunjuk.
BAD XV ?

KETENTUAN PIDANA

Pasal 2

a Barang siapa melmiggar kstentuan g pocanean Dasrah ind

dingcam himman Fidana kmagan (yo0o o0 6t ;

: 3 % anya 6:{enam) bulsn
atay denda sevanvak-bamyakova 4 (ecpatfali Retribusi yang
terutang. T

{2) Tindak pidma sebazzimana digraksud ayat (1) Pasal ini adaleh
pelanggaran.
BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 27

(1) Pejabat Nezeri Sipii teriesm &i Linglumgzn Pemenintah Daerah
dibecikan wewenmg Whusus sebagal peavidik ummik melakukan
Penvidikan Tindak Pidana di bidane Retribust Dasrzh sebagaimana
digsaksud dalam Undaug-imdanz Nomor § Tahum 1981 temtang
Hujamn Acara Pidana

(2) Wawenang Pevidik sebagaimana dimaksad pada ayat (1) Pasal ini
adglah




o

bl

(e}

e

Menerima, _r;fe-:'lc.':ri, mengumpuikan Jin meneliti kef.era.ngan
alau laporan barkeuzn dengan tindak pidzna di bidang Retribusi
Dazrah ’

Meneliti, mencan dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribach wtzn Luclan leotang kebenaran perbuam yang
dijzinkas sehubungun deagan Tindak Pidana Retribusi Dasrh ;
Metainia keterangzn dan bzhan bukni dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi
Dasrah;

Msmenksa buku-bula, catatan-catatan dan dokumen-dolamen
iala Derkenazn deagan tindak pidana dibidamg Retribusi
Daerakh;,

Melakukan penggeledahzn untk mendapatkon bahan bukti
pembuknin, pencatatan dan dokuraen-dolamen serta melaknkan
peayitaan terhadsp bahan bukti tersebut;

Memintz bantuzn tsuaga ahli dalam rangka pelaksanasa bigzs
|enyidikan Turcak Pidana di Bidang Retribusi Dasral;
Menyuruh berhenti. melarang sesenrang meninggalkas roangan
alan tempat pada saal pemertksaan sedang berlangsmng dan
memeriksa ideztitas crang dan atau dokumen yang dibawe.
sebagnimana dimaksid pada lmnd e

Memotret sessorang vang berkaitan dengan Tindak Pidama
Retribust Daeraty

Memangzi oras:y untuk didsugan keterangannya dan diperiksa
s=bagai tzrsangka atae soksi;

Meaghentikan Peayidikan;

Melalmkan ¢udakae  lain yvang perlu unmk keloscaran
penvidikan Tindak Pidana di Sidang Retribusi Dacrah megnrut
tmiarm yang dapat dizertanggengjawabkan,

Paividik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap
lindzkan teniang :
a Pemeriksaan tersangka;

b.

<.

Pzmasukan ramaly
Peayitaan bendz;

¢. Pemeriksaan surar;

»
.

Pemeriksaan sakst;

f Pemeriksaan di tempat kejadiau, dan mengirimkannya kepada

Peayidik Polisi Republik Indoesia.

‘ BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasul 28

Dengan berfakumya Peranmran Daerzh i, maka Peraturan Daerah No.u}o.r
12 Tahun 1994 tantang Retribusi Terounsl dimyalakan dicabwt dan ek
berlaku lag.

. Ps3a] 29

oy dolam Peraurza Casrah i sepamang

.
A
mengenat pelaisanammya akan diazr (201 izmyut oied Kepala Dasrad



Pasal .

" perawran Daerah ini mulai berlaky pada saat diundangkan.

 Aeay setiap orang  dapal mengetahuinya, memernntabkan
2 peungundﬁﬂ%ﬂﬂ Peratran Daerahini dengan Penempatannya dalain
] smbaran Daerah Kabupaten Darah Tingkat IT Nias.

LS

Ditetapkan di : Gunuagsitol
Pada Tanggal : 13 Agustus 1998

- DEWAN PERWARKILAN BUPATI KEPALADAERAH

VAT DAERAI TINGKAT T TINGKAT II NIAS.
NIAS
KETUA,
TEMAZARO HAREFA Drs. H. ZAKARIA Y. LAFAU

Disvahkan oleh Menten Dalam Negeni Republik Indornesia
dengan Surat Kepurusan :

Diberlakukan dengan Keputusan Bupain Kepala Dazrah
Tingkat T Nias

Nomor 188.342, /640 1999
Tancoal 3NET 196G




Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Nias

Nomor : 6 Tahun 1999
Tanggal 4 Mei 1999

Seri - B Namere LS -

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NIAS

S. SILVESTER LASE
PEMBINA TK. I
NIP. 400023330




